
S A L I N A N 

 

 

 

B U P A T I  T A N A H  L A U T 
 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR  75  TAHUN  2018 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 9 TAHUN 2018 

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  

SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018 

       

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang  : a. bahwa  berdasarkan  Pasal  12 ayat (6) Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan ketentuan 

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana 

Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian 

Dana Desa Setiap Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati 

Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa 

Tahun Anggaran 2018; 

b. bahwa berdasarkan kondisi faktual permasalahan yang 

terjadi di Desa sebagai penyebab keterlambatan 

penyampaian persyaratan menyebabkan penyaluran Dana 

Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening 

Kas Desa (RKD) melampaui batas waktu; 

c.  bahwa  untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa terkait tujuan penyaluran 

Dana Desa oleh Negara, maka perlu dilakukan Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana 

Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018; 

d.  bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
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Bupati Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa 

Tahun Anggaran 2018; 

   

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 

27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan 

Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 4578); 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5717); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

  9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 310); 

10.  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan  Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

50/PMK.07/2017 tentang  Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1970); 

11.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

12.  Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Nomor 523) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
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Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut 

Tahun 2017 Nomor 23); 

 

M E M U T U S K A N : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 9 TAHUN 

2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN 

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 

ANGGARAN 2018. 

 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa 

Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 

Nomor 9) diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 8 berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 8 

 

(1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 dilaksanakan oleh Bupati. 

(2) Pelaksanaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh BPKAD. 

(3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati Cq. BPKAD menerima dokumen 

persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. tahap I berupa peraturan desa tentang APBDesa dari Kepala Desa; 

b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan 

c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa. 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai 

dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, 

menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75 % 

(tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan 

paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen). 

(5) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c 

dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh 

kegiatan. 

(6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel 

referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume 

output, cara pengadaan, dan capaian output. 
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(7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat 

memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan 

yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait. 

(8) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Cq. BPKAD melalui DPMD 

dan Camat secara berjenjang. 

(9) Dalam hal Bupati Cq. BPKAD menerima dokumen persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b melampaui 

batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan 

huruf b dan ayat (3), penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tetap 

dilaksanakan. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

 

 

 

Ditetapkan di Pelaihari  

pada tanggal 14 Desember 2018 

 

            BUPATI TANAH LAUT, 

                 

Ttd 

 

                                                                           H. SUKAMTA  

 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 14 Desember 2018 

 

    SEKRETARIS DAERAH  

   KABUPATEN TANAH LAUT,          

 

 Ttd 

                       

     H. SYAHRIAN NURDIN  

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018 NOMOR 75 


